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IKHTISAR 

Elya Ika Sari Siregar, 0203181037, Skripsi ini berjudul “KEWENANGAN 

BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN DAN LAPORAN 

PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI 

KABUPATEN PADANG LAWAS ( Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah ) Siyasah 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 

Dibimbing oleh Dr. Fatimah,S.Ag,MA sebagai pembimbing skripsi 1 (PS 1) dan 

Sangkot Azhar Rambe,S.H.I,M.Hum sebagai pembimbing Skripsi 2 (PS 2) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran pemilihan umum di 

Kabupaten Padang Lawas  terhadap Pemilihan DPRD pada tahun 2019. Dalam 

proses penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Padang 

Lawas Bawaslu memiliki wewenang dalam mengawasi pemilihan umum. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini : Pertama Bagaimana Kewenangan 

Bawaslu terhadap pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan DPRD pada Tahun 2019 

Dikabupaten Padang Lawas?, Kedua apa saja bentuk pelanggaran Pemilu yang 

terjadi dalam pemilihan DPRD Kabupaten Padang Lawas?, Ketiga Bagaimana 

Penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran Pemilu Di kabupaten Padang Lawas. 

Keempat Bagamana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu?. 

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris, dengan 

menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan perpaduan bahan-

bahan hukum baik primer, sekunder,maupun Tersier dengan data yang diperoleh 

dilapangan. Kesimpulan dari penelitian ini : Bahwa Kewenangan Bawaslu padang 

lawas dalam menindaklanjuti mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu telah 

dilaksanakan cukup baik, Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan 

DPRD Kabupaten Padang Lawas dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap 

kampanye pada Pemilihan DPRD Kabupaten Padang Lawas. pelanggaran 

Kampanye yang tejadi pada Pemilihan DPRD Kabupaten Padang Lawas, ada 2 

pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, 

dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan 

pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Lawas. bahwa menurut tinjauan 

Fiqih Siyasah Mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Padang Padaang lawas 

Sudah Berjalan cukup baik. hal ini seseau dengan tujuan Dusturiyah  yakni 

mencakup tentang peraturan perundangan yang harus dijalankan dan Bawaslu 

Sudah Cukup baik menjalankan perundang- undangan. 

Kata Kunci : Pemilu, Badan Pengawas Pemilu( Bawaslu ), Pelanggaran, 

Tinjauan Fiqih Siyasah. 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta 

alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia nya, skripsi ini dapat di 

selesaikan dengan baik dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah 

Allah SWT. berikan sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini 

dapat terselesaikan dengan baik yang dengan judul: 

“KEWENANGAN BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN 

DAN LAPORAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 

2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS (Dalam Tinjauan Fiqih 

Siyasah).” 

 Sholawat beriringkan salam juga tak lupa pula penulis sampaikan kepada 

junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya 

dari zaman jahiliyah hingga ke peradaban yang terang benderang seperti yang kita 

rasakan saat ini. 

 Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 

menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah). 
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 Atas bantuan semua pihak dala proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa 

penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara terperinci ungkapan 

terima kasih tersebut penulis ungkapkan kepada: 

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Bapak 

Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, yang memberikan banyak 

motivasi kepada seluruh mahasiswa dan salah satunya kepada penulis 

untuk menjadi pribadi yang berkualitas dengan dibarengi nilai akhlakul 

karimah. 

2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

3. Bapak Dr. Irwansyah, S.HI,M.Hum, Selaku Kepala Jurusan Hukum Tata 

Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara. dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) 

Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan 

dukungan kepada penulis. 

4. Yang Terhormat Ibu Syofiaty Lubis, SH, MH, Selaku Sekretaris Jurusan 

Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah 

memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis. 

5. Yang terhormat Ibu Dr. Fatimah, S.Ag. MA, selaku dosen Pembimbing 

Skripsi I dan yang terhormat Bapak Sangkot Azhar Rambe, S.HI, MH, 

selaku dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah bersedia dan banyak 

membantu, memberikan arahan, kririk, masukan dan arahan kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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6. Bapak Dr., M.Iqbal Irham,M.Ag. selaku Penasehat Akademik penulis 

yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan perkuliahan di 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. 

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara. 

8. Bapak  Rafles Purba, SH.I, selaku Koordinator Sekretaris Bawaslu 

Kabupaten dan Bapak Berlin Toga Langit Harahap ,S.H, Selaku Anggota 

Bawaslu Kabupaten Padang Lawas yang telah mendukung dan Membantu 

selama penulis dalam penelitian. 

9. Teristimewa Kepada Ayahandaku tersayang  Safrizal Siregar dan 

Ibundaku tercinta Lannida Hasibuan, yang selalu mendo’akan dan tidak 

pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnya serta semangat yang 

tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun 

material. Kasih dan sayang nya yang belum bisa saya balas semoga 

dengan menjadi sarjana dan menyelesaikan S1 ini memberikan 

kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibundaku. 

10. Kepada Adek tersayang Ahrur Raji Siregar dan Fauziah Anggina Siregar 

yang telah menyemangati dan menjadi penyemangat selama kuliah di 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 

11. Keluarga besar ayah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Semoga 

Allah melindungi kalian semua, Aamiin Allahumma Aamiin  

12. Keluarga besar ibu yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Semoga Allah 

melindungi kalian semua, Aamiin Allahumma Aamiin  
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13. Kepada orang istimewa dan My Support System Abangda Hasbiyal Mulki 

Hasibuan yang selalu diajak untuk berfikir ilmiah, berdiskusi dan 

memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi ini. 

14. Kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan Dewi Saswita Siregar, 

Regina Masli Siregar, Ali Amrin Daulay, Afni Saswita Siregar, Anisa 

Mahpuza, Lita Apnes Nasution, yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat serta do’a dalam proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi 

saat ini. 

15. Seluruh rekan kelas seperjuangan Siyasah A yang sama-sama berjuang 

dari nol sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan dan informasi 

untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. 

 Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan dan kejanggalan baik yang 

menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri 

untuk menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca 

dalam rangka perbaikan. 

 

 

      Medan, 21 September 2021 

      Penulis 

 

ELYA IKA SARI SIREGAR 

NIM. 02031781037 
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